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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip 
transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi 
pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. 

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan 
peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Jangka Waktu 
Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan dan tata cara 
pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara. Namun, Peraturan 
Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi 
mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, 
Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan, kedudukan dan tugas 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana 
denda. 

Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan 

sebagaimana . . . 
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sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah 
untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu 
undang-undang. 

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat 
publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan 
berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena 
pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas 
Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. 

Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan 
dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 
menjadi lebih demokratis.  

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “Pengklasifikasian Informasi” adalah 
Informasi Publik yang Dikecualikan, antara lain yang terkait 
dengan proses penegakan hukum, pertahanan dan keamanan 
negara, dan ketahanan ekonomi nasional. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 Pasal 4 . . . 
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Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat 
proses penegakan hukum” yaitu informasi yang dapat: 

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak 
pidana; 

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau 
korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana 
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala 
bentuk kejahatan transnasional; 

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 
dan/atau keluarganya; dan/atau 

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau 
prasarana penegak hukum.  

 Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” 
antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang, 
peraturan perundang-undangan mengenai paten, peraturan 
perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-undangan 
mengenai dokumen perusahaan. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara” adalah: 

a. informasi . . . 
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a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman 
dari dalam dan luar negeri; 

b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, 
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;  

c. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara serta rencana pengembangannya; 

d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan 
dan/atau instalasi militer; 

e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 
terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara 
tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama 
militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian 
tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

f. sistem persandian negara; dan/atau 

g. sistem intelijen negara.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan 
ketahanan ekonomi nasional” adalah: 

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional 
atau asing, saham dan aset vital milik negara; 

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model 
operasi institusi keuangan; 

3. rencana . . . 
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